
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 

NOMOR 51 TAHUN 2021 

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN 

DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

M enim bang : a. bahw a P etun juk  P elaksana  Perja lanan  D inas di
L ingkungan Pem erin tah  Provinsi K alim antan  Tim ur 
te lah  d ite tapkan  dengan P e ra tu ran  G ubernur 
K alim antan T im ur Nomor 1 T ahun  2020 sebagaim ana 
te lah  d iubah  beberapa kali te rak h ir dengan P era tu ran  
G ubernu r K alim antan T im ur Nomor 3 T ahun  2021, 
n am u n  perlu  ada  penyem purnaan  terka it ta ta  cara  
perjalan  d inas dalam  negeri dan  lu a r negeri;

b. bahw a b e rd asa rk an  pertim bangan  sebagaim ana 
d im aksud  dalam  h u ru f a, perlu  m enetapkan  P era tu ran  
G ubernu r ten tang  P erubahan  Ketiga Atas P era tu ran  
G ubernu r K alim antan Tim ur Nomor 1 T ahun  2020 
ten tan g  P etun juk  P e laksanaan  Perja lanan  D inas di 
L ingkungan Pem erintah Provinsi K alim antan  Timur;

M engingat : 1. Pasal 18 ayat (6) U ndang-U ndang D asar Negara
Republik Indonesia  T ahun  1945;

2. U ndang-U ndang Nomor 25 T ahun  1956 ten tang  
Pem ben tukan  D aerah-D aerah  O tonom  Provinsi 
K alim antan B arat, K alim antan S elatan  dan  K alim antan 
T im ur (Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  
1956 Nomor 65, T am bahan  L em baran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 1106) sebagaim ana  telah d iubah  
dengan U ndang-U ndang Nomor 10 T ahun  1957 ten tang  
P em ben tukan  D aerah S w atan tra  Provinsi K alim antan 
Tengah dan  P engubahan  U ndang-U ndang Nomor 25 
T ahun  1956 (Lem baran Negara Republik Indonesia 
Nomor 53 T ahun  1957, T am bahan  Lem baran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 1284);

J a l a n  G a j a h  M a d a  N o m o r  2  S a m a r i n d a  K o d e  P o s  7 5 1 2 1  K a l i m a n t a n  T i m u r  

T e l e p o n  :  ( 0 5 4 1 )  7 3 3 3 3 3  F a x  ( 0 5 4 1 )  7 3 7 7 6 2  -  7 4 2 1 1 1  

W e b s i t e :  h t t p : / / k a l t i m p r o v . g o . i d

http://kaltimprov.go.id
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Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERA 
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAH 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERJA 
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVl 
TIMUR.

Pasal I

'URAN GUBERNUR 
UN 2020 TENTANG 
ANAN DINAS DI 
NSI KALIMANTAN

Beberapa ketentuan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 
2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Timur Tahun 2020 Nomor 1), sebagaimana telah beberape. kali diubah dengan 
Peraturan Gubernur :

a. Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 
Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 41);

b. Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas 
Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2020 
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan P 
Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Nomor 3);

Peraturan Gubernur 
tentang Petunjuk 

’emerintah Provinsi 
Timur Tahun 2021

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 b e rb u n j

Pasal 18

(1) Jum lah hari perjalanan dinas dalam 1 (satu) bulan paling lama 15 (lima 
belas) hari, sesuai SPD yang telah diterbitkan.

d sebagai berikut:

csud pada ayat (1) 
a.

(2) Jum lah hari Perjalanan dinas sebagaimana dima 
disesuaikan dengan kebutuhan riil/kebutuhan nyat

(3) Perjalanan Dinas melebihi 15 hari harus ada dispensasi setelah ada 
permohonan dispensasi.

(4) Permohonan dispensasi oleh yang m elaksanakan perjalanan dinas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis kepada 
Sekretaris Daerah bagi Eselon II, kepada Kepala SKPD/Unit Kerja bagi 
Eskon III kebawah dan Non PNS, dengan Format 
dispensasi sebagaimana tercantum  dalam Lampiran X yang merupakan 
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(5) Peijmohonan dispensasi sebagaimana dimaksu 
dikecualikan bagi Gubernur, Wakil Gubernur, 
Sekretaris Daerah dan Ajudan yang melekat.

d pada ayat (3) 
Pimpinan DPRD,
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(6) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas melebihi juinlah hari yang telah 
ditjetapkan dalam SPD, dikarenakan keadaan kahar a tau  perintah 
piijnpinan un tuk  m elaksanakan tugas tam bahan, pejabat yang 
berwenang dapat memberikan tam bahan transport, uang harian, biaya 
penginapan, uang representatif, sepanjang kelebihan tersebut bukan 
disebabkan kesalahan/kelalaian pelaksana perjalanan dinas yang 
bersangkutan.

dikecualikan bagi 
NS yang ditugaskan

(7) Kefentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2 
Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) a tau  P
da' am pemeriksaan.

2. K etenpuan ay a t (1) Pasal 25 d iubah , seh ingga Ifasal 25 berbunyi 
sebagai b e rik u t :

Pasal 25

(1) Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNS 
dalam m elakukan Perjalanan Dinas harus memiliki dokumen 
administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri.

(2) Dojkumen administrasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri atas:
a. Surat rekomendasi izin Perjalanan Dinas;
b. Surat persetujuan Perjalanan Dinas;
c. Paspor Dinas yang masih berlaku;
d. Exit Permit; dan
e. Visa un tuk  Negara tertentu.

(3) Peijigajuan permohonan administrasi Perjalanan 
dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan h 
oleh Biro pada sekretariat Daerah yang membidangi

Dinas sebagaimana 
u ru f e dilaksanakan 

u rusan  kerjasama.

3.D iantara ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26, disisipkan 
Pasal 25A, Pasal 25B dan Pasal 25C, sehingga berbunyi

Pasal 25A

3 (tiga) Pasal yakni 
sebagai b e rik u t:

(1) Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNS 
sebelum m elaksanakan Perjalanan Dinas Luar Negeri harus
mengajukan permohonan kepada Menteri Dalam INegen.

(2) Surat Permohonan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), diajukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

a.

b.
c.

d.
e.
f.

g '

h.

surat undangan /su ra t balasan kunjungan dari 
yang d itu ju /su ra t konfirmasi dari KBRI; 
kerangka acuan kerja;
salinan daftar pelaksanaan anggaran atau 
anggaran;
jadwal pelaksanaan kegiatan; 
rincian biaya perjalanan dinas; 
data personil peserta;
surat keterangan keabsahan dokumen dari un 
keterangan urgensi keikutsertaan peserta.

Negara atau tempat

daftar pelaksanaan

it kerja; dan
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(3) Selain melampirkan dokumen sebagaimana dim? .ksud pada ayat (2),
sjurat permohonan sebagaimana dimaksud p^ida ayat (1) harus 
m em u a t:
a. , nam a dan jabatan;
b. nomor induk pegawai bagi PNS;
c. tujuan kegiatan;
d. manfaat;
e. Kota/Negara yang dituju;
f. waktu pelaksanaan; dan 

sum ber pendanaan.

Pasal 25B

(1) Siirat permohonan sebagaimana dimaksud dalani Pasal 2 5A, disertai 
dengan lampiran berupa dokumen yang sesuai dengan tujuan 
Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

( 2 )

a.

f.

an Perjalanan Dinas

ajakan kerjasama 
disertai dengan

lanjut kerja sama

Lampiran dokumen yang disesuaikan dengan tuju 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

Perjalanan Dinas dengan tu juan penj 
Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri, 
kajian rencana kerja sama.

Perjalanan Dinas dengan tujuan tindak
Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri d an /a tau  pertemuan 
internasional, disertai dengan surat pernyataan kehendak 
d a n /a tau  naskah kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Perjalanan Dinas dengan tujuan promosi dan pameran potensi 
dan budaya daerah, disertai dengan surat pro 
dipromosikan.

Perjalanan Dinas dengan tujuan kunjungan 
disertai dengan surat konfirmasi perwakilan R 
Negara tujuan.

Perjalanan Dinas dengan tujuan pendidikan 
disertai dengan keterangan un tuk  mengemba 
m anusia dengan meningkatkan pengetahuai 
sikap sesuai dengan bidang masing-masin 
dituju.

Perjalanan Dinas dengan tujuan studi bandirig disertai dokumen 
yang menanyakan urgensi dari pelaksanaan studi banding 
dimaksud.

Perjalanan Dinas dengan tujuan sem inar/lokakarya, disertai 
dengan keterangan urgensitas sem inar/lokakarya yang akan 
dihadiri dan kesesuaian dengan tugas dan fungsi.

Perjalanan Dinas dengan tujuan konferensi dan pertemuan

il daerah yang akan

persahabatan, 
epublik Indonesia di

dan pelatihan, 
ngkan sumber daya 

keterampilan dan 
dari Negara yang

internasional,
terkait.

disertai undangan dari Kementerian/Lembaga
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( 1)

( 2 )

Perjalanan Dinas dengan tujuan penan 
kerjasama, disertai dengan surat persetujua 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundan

Perjalanan Dinas Luar Negeri dengan 
narasum ber/pem bicara, disertai dengan sur 
biaya ditanggung oleh Negara pengundang.

datanganan naskah 
n Pemerintah Pusat 
g-undangan.

tujuan menjadi 
at kterangan bahwa

Pasal 25C

Grubernur mengajukan surat permohonan un tu  
rekomendasi izin Perjalanan Dinas kepada Presid 
Dalam Negeri un tuk  Perjalanan Dinas yang dilaku

Gubernur mengajukan surat permohonan un tu  
rekomendasi izin Perjalanan Dinas kepada Me 
njelalui Sekretaris Jenderal un tuk  Perjalanan Di: 
oleh Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, Sekretaris 
DPRD.

(3)

:uk

(4)

(5)

( 6 )

Sekretaris Daerah mengajukan surat permohonan 
sikrat rekomendasi izin Perjalanan Dinas kepada 
melalui Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama unt 
yang dilakukan oleh PNS selain Sekretaris Daerah

S j^  dan SPD Gubernur/W akil Gubernur 
Gubernur, jika berhalangan SPT dan SPD ditand 
Gubernur.

d:i

k penerbitan surat 
en melalui Menteri 

kan oleh Gubernur.

k penerbitan surat 
nteri Dalam Negeri 
nas yang dilakukan 
Daerah dan Anggota

untuk  penerbitan 
Sekretaris Jenderal 

perjalanan dinas

tandatangani oleh 
atangani oleh Wakil

SPD PNS ditandatangani oleh Pengguna Anggaran /K uasa Pengguna 
Anggaran ditempat pembebanan anggaran.

Format SPD sebagaimana dimaksud ayat (13) sebagian tercantum  
dalam Lampiran XI m erupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Gubernur ini.

4. Ketentuan Lampiran X dalam Peraturan Gubernur 
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 
berbunyi sebagaimana tercantum  dalam Lampiran yang m erupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Kalimantan Timur 
erjalanan Dinas di 

diubah sehingga



Pasal II

P eratu ran  G u b ern u r ini m ulai berlaku  pada  tanggal d iundangkan .

Agar setiap  orang m engetahuinya, m em erin tahkan  pengundangan  P era tu ran  
G ubernur ini dengan  penem patannya  dalam  B erita D aerah  Provinsi 
K alim antan Tim ur.

D itetapkan  di S am arinda  
pada  tanggal 6 D esem ber 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

ttd

ISRAN NOOR

D iundangkan  di S am arinda  
pada  tanggal 6 D esem ber 2021

SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 51

Salinan  sesu a i dengan aslinya 
SECRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM 

3ALA BIRO HUKUM,

ANI ERAWADI 
10124 199703 1 007



X-A : FORMAT SURAT DISPENSASI PERJALANAN DINA[s LEBIH DARI 15 
HARI DALAM 1 BULAN UNTUK ESELON II

Nomor 
Lampir 
Hal

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN 
TIMUR NOMOR 51 TAHUN 2021 
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN 
TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN 
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KOP SURAT

Samarinda,

•an

Kepada 
0 9 7 /..... /

Mohon Dispensasi dan 
Penerbitan SPT

Yth. Sekretaris Daerah
Provinsi Kalimantan Timur 
Di -

Samarinda

Sesuai dengan surat ........... , nomor ............, tanggal
............ , hal ............, bersam a ini dimohon Dispensasi dan
penerbitan Surat Perintah Tugas (SPT) yang melebihi dari 15 
hari da lam  1 (satu) b u lan , a ta s  nam a:

N am a
NIP
P angka t /  Gol. R uang 
J a b a ta n
Tanggal B erangkat 
Lam any  a  
T u ju an  
A cara
B eban  A nggaran

d isam p a ik an  ha l-h a l sebagai beriku t:
1. Untuk perjalanan dinas ke ...........  pada

...........  telah berjumlah ...........  hari ur.
dimana terdapat kelebihan........... (.......) h
sehingga melebihi jum lah hari yang telah

an g g a l...........  s /d
tuk  bulan ...........
ari, adapun alasan 
ditentukan karena

2. Mohon arahan dan pertimbangan ^erta persetujuan 
Sekretaris Daerah terkait kelebihan jum lah hari perjalanan 
dinas un tuk  b u la n ....... ini.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan 
terima kasih.

Kepala SKPD,

Nama

Panglcat
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X-B : FpRMAT SURAT DISPENSASI PERJALANAN DIN 
HARI DALAM 1 BULAN UNTUK ESELON III KEBA\

AS LEBIH DARI 15 
AAAH

NOTA DINAS

Kepada Yth. 
Dari 
Nomor 
Tanggal 
Periha.

: Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja 
: Yang bertanda tangan dibawah ini.

Permohonan Dispensasi dan Penerbitan SPT.

orSesuai dengan surat ........... , nom
............ , hal ............, bersama ini dimob
penerbitan Surat Perintah Tugas (SPT)
15 hari dalam  1 (satu) bu lan , a ta s  n b m a

....... , tanggal
on Dispensasi dan 
yang melebihi dari

1. N am a 
NIP
P angkat /  Gol. R uang 
J a b a ta n
Tanggal B erangkat 
Lam any a  
T u ju an  
A cara
B eban  A nggaran

2. N am a 
NIP
P angkat /  Gol. R uang 
J a b a ta n
Tanggal B erangkat 
Lam any  a  
T u ju an  
A cara
B eban  A nggaran

3. d s t ...

d isam p a ik an  ha l-h a l sebagai b e rik u t
1. Untuk perjalanan dinas ke ...........  pada tanggal

s /d  ...........  telah berjumlah ..........
...........  dimana terdapat kelebihan
adapun alasan sehingga melebihi jum lah hari yang telah 
ditentukan karena ...........

hari un tuk  bulan 
...........  (..... ) hari,

2. Mohon arahan dan pertimbangan serta persetujuan 
Pimpinan terkait kelebihan jum lah hari perjalanan dinas 
un tuk  b u la n ....... ini.
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D em ikian d isam paikan , a ta s  perkenan  Pim pinan 
d iu cap k an  terim a kasih.

Yang m engajukan ,

1. ttd  

Nam a

2. ttd  

Nam a

3. dst.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

ttd

ISRAN NOOR

S alinan  sesua i dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM


